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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan 

Karangbinangun Tahun 2025 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah di 

mana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini 

diperkuat dengan pernyataan Undang-undang Dasat Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala 

Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan 

dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan 

pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip 

demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta 

meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber 

daya manusia. Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan 

keterkaitan antara perencanaan daerah dengan perencanaan kecamatan, 

maka perencanaan kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan 

Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai 

Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin 

dicapai Pemerintah daerah. 

Penyusunan dokumen ini memperhatikan Rancangan Awal RPJMD 

Kab. Lamongan 2025-2029 dan Renstra PD. Dalam Renstra PD Kecamatan 

Karangbinangun Kabupaten Lamongan tetap berpegang pada prinsip Tata 

Pemerintahan yang baik dan mencakup lima pendekatan sebaimana yang 

diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Perencanaan Pembangunan Nasional harus mencakup 5 (lima) 

pendekatan yaitu: 

1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah 

secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat 

Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai 

proses perencanaan pembangunan. 


































































